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ABSTRACT

The problem of overlapping certificated land parcels is still a challenge in
achieving orderly land administration in Indonesia, despite the declaration of
“Complete City” status in the Denpasar City Land Office. This study aims to
identify the number of overlapping certificated land parcels, assess the
effectiveness of the Complete City program in reducing the problem, and analyze
the solution carried out by the Denpasar City Land Office after the Complete City

declaration.

This research uses quantitative and qualitative methods. Primary data in this
study came from interviews with four informants. Secondary data came from
document studies obtained from the Survey and Mapping Section of the Denpasar
City Land Office. Furthermore, it was analyzed with descriptive analysis. This

research also uses data validity testing using credibility (internal validation).

The results showed that after the establishment of the Complete City in the
Denpasar City Land Office there were 219,777 land parcels that had been validated.
There are 34 certificated land parcels that overlap after the establishment of the
Complete City. The effectiveness value of the Complete City program in the
Denpasar City Land Office is 86.91% (based on the performance value category in
appendix V of the Minister of Finance Regulation No.466 of 2023). The quality,
quantity and time indicator values are 0.9728; 0.6764; 0.9583 respectively.
Denpasar City Land Office found that the root causes of overlapping certificated
land parcels after the establishment of Complete City were due to a) Digitalization
of previously published maps; b) K4 cluster results; and c¢) Low community
participation in registering their land parcels. The solution is done by a) Field
verification; b). Document collection; and c¢) Mediation approach. This study

concludes that for orderly land administration, it is necessary to update the quality
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BAB I
([PENDAHULUAN]|

A. Latar Belakang

Kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1):
“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal
sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu pada tingkatan tertinggi dikuasai
oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Dalam praktiknya,
kepemilikan tanah yang tidak merata dan tidak seimbang menimbulkan berbagai
permasalahan. Dengan adanya kepemilikan tanah seperti itu, terjadi indikasi tumpang
tindih sertipikat (Utomo, 2023). Indikasi tersebut dapat menjadi permasalahan
tumpang tindih (overlapping) ketika pemegang sertipikat melakukan tindakan hukum
terhadap hak atas tanah yang dimiliki (Faizal, 2020).

Tumpang tindih merupakan permasalahan yang terjadi akibat dua atau lebih
bidang tanah yang saling bertampalan. Hal ini disebabkan oleh informasi fisik dan
hukum yang tidak akurat sehingga menyebabkan tumpang tindih (Belladina dkk.,
2021). Terdapat dua atau lebih bukti kepemilikan tanah yang objek tanahnya sebagian
atau seluruhnya sama, akan tetapi datanya memiliki subjek yang berbeda (Julianti dkk.,
2021). Sering kali permasalahan bidang tanah tumpang tindih mengakibatkan konflik
sosial yang berkepanjangan dan merugikan kedua belah pihak, termasuk Kementerian
ATR/BPN itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan inisiasi penyelesaian yang terstruktur
dan berkelanjutan.

Kementerian ATR/BPN berperan penting dalam menjamin keadilan bagi
seluruh rakyat agar dapat memiliki tanah yang sah serta mengurangi sengketa
pertanahan. Salah satu langkah konkret yang diberikan Kementerian ATR/BPN adalah

melalui sertifikasi tanah, sebagaimana tercermin dalam program Pendaftaran Tanah



Secara Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah dilaksanakan secara nasional sejak 2016
(Wulan & Mustam, 2017).

Sebagai dasar hukum pelaksanaan program tersebut, diterbitkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL). Peraturan ini mengatur mekanisme pendaftaran tanah secara serentak di
seluruh wilayah desa atau kelurahan guna memastikan kepastian hukum bagi
masyarakat.

Dalam praktiknya, PTSL dilakukan di seluruh desa dan kelurahan dengan
mencakup seluruh bidang tanah. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Agraria
dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melalui kantor pertanahan dengan
tujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak atas tanah masyarakat.
Selain itu, PTSL juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta
mengurangi konflik pertanahan (Riani dkk., 2024). Dengan terdaftarnya seluruh
bidang tanah, diharapkan terbentuk kabupaten/Kota Lengkap sebagai dasar dalam
Penetapan kantah kabupaten/Kota Lengkap.

Kualitas data pertanahan sangat ditentukan oleh data spasial dan data tekstual
yang harus saling terintegrasi untuk menghasilkan data bidang tanah tanpa celah dan
tumpang tindih, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah
tersebut. Kualitas tersebut telah tercantum dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan
Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 yang dibagi menjadi 6
kualitas, yaitu Kualitas 1 (KW1), Kualitas 2 (KW2), Kualitas 3 (KW3), Kualitas 4
(KW4), Kualitas 5 (KW5), dan Kualitas 6 (KW6).

Kabupaten/Kota Lengkap mengacu pada wilayah yang seluruh bidang
tanahnya telah terpetakan dan terdata secara resmi di Badan Pertanahan Nasional
(BPN) (Hidayati & Silviana, 2024). Untuk mencapainya, ada beberapa kriteria yang
harus dipenuhi, seperti pemetaan yang mencakup seluruh wilayah administrasi lebih
dari atau sama dengan 98%, baik desa, kecamatan, maupun kota, serta akurasi data
secara tekstual dan yuridis (Roikhah, 2024). Secara tekstual, pemetaan harus bebas dari
tumpang tindih, sedangkan secara yuridis, bidang tanah harus memiliki kejelasan

dalam buku tanah maupun surat ukurnya yang terintegrasi dalam sistem digital BPN



(Danuwijoyo, 2017).

Pencapaian ini pertama kali diwujudkan di Kota Denpasar. Pada deklarasi
Denpasar sebagai Kota Lengkap di Gedung Jaya Sabha pada 26 Januari 2023, Menteri
ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa Kota Denpasar berhasil



memenuhi semua persyaratan tersebut. Secara tekstual, pemetaan bidang tanah di kota
ini telah bebas dari tumpang tindih dan kesenjangan spasial, sementara secara yuridis,
seluruh data tanah telah terintegrasi dalam sistem digitalisasi BPN.

Meskipun demikian, pelaksanaan PTSL masih menghadapi tantangan,
terutama dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih. Beberapa bidang
tanah yang telah terpetakan dalam sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
(KKP) masih menunjukkan adanya tumpang tindih kepemilikan. Sebagaimana
diketahui, permasalahan tumpang tindih terjadi ketika pemegang sertipikat yang
bersangkutan akan melakukan suatu perbuatan hukum terhadap bidang tanah yang
dimiliki (Wardani dkk., 2023).

Penelitian Tampubolon dan Dahana (2024) menemukan bahwa, sebelum

Kota Denpasar memperoleh status "Kota Lengkap," masih cukup banyak
ditemukan indikasi terjadinya tumpang tindih (overlapping) sesuai hasil
wawancara dengan petugas yang ada di Kantor Pertanahan Kota Denpasar
sebanyak 754 sertipikat mengalami overlapping, serta terdapat 259 objek tanah
yang mengalami indikasi tumpang tindih (overlapping). Data tersebut diperoleh
pada 20 Juni 2022. Namun, penelitian ini belum membahas secara spesifik seberapa
banyak permasalahan bidang tanah tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap.
Sementara itu, penelitian Saputra (2023) menunjukkan bahwa, meskipun
Denpasar telah berstatus "Kota Lengkap," sebanyak 1,08% atau sebanyak 15.731
bidang tanah masih bermasalah, termasuk tumpang tindih dan kesalahan koordinat.
Dengan seluruh bidang tanah telah masuk sistem pemetaan, penyelesaiannya
menjadi lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa validasi awal belum
sepenuhnya menghilangkan potensi konflik pertanahan. Namun, penelitian ini
belum membahas secara spesifik mekanisme penyelesaian bidang tanah yang

tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap.



Dalam beberapa tahun terakhir, Kantor Pertanahan Kota Denpasar terus
berusaha untuk mencapai 100% tingkat akurasi data dalam merealisasikan visi dan misi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sebagian tantangan
yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar meliputi peningkatan mutu data
pertanahan dan penyelesaian masalah pertanahan yang ada di Kota Denpasar, yang
memerlukan komitmen dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk mengatasi
tantangan tersebut.

Di samping itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional menetapkan target strategis yakni 1) penguasaan, kepemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah yang memiliki kepastian hukum dan produktif, 2) peningkatan
mutu serta pemenuhan rencana tata ruang dan perwujudan ketertiban tata ruang, dan 3)
terwujudnya pengelolaan kelembagaan yang menyeluruh dan sesuai dengan standar
pemerintahan yang baik. Kantor Pertanahan Kota Denpasar juga menjalankan 2
program untuk mendukung realisasi visi dan misi serta mencapai sasaran strategis
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu 1) program
dukungan manajemen dan 2) program pengelolaan serta pelayanan pertanahan.

Berdasarkan kondisi pasca Penetapan Kota Lengkap, penelitian ini berupaya
mengidentifikasi permasalahan serta solusi bidang tanah bersertipikat yang tumpang
tindih pasca Penetapan Kota Lengkap Januari 2023 hingga Desember 2024, serta
menyimpulkan seberapa efektif Program Kota Lengkap dalam mengurangi
permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam memahami dinamika permasalahan tumpang tindih yang terjadi pasca
Penetapan Kota Lengkap. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan
judul “Penyelesaian Bidang Tanah Bersertipikat Yang Tumpang Tindih Pasca
Penetapan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Denpasar.”

. Rumusan Masalah

Kantor Pertanahan Kota Denpasar memiliki peran penting dalam keberhasilan
inovasi Kementerian ATR/BPN di bidang pertanahan. Kota Denpasar memperoleh
pengakuan sebagai Kantor Pertanahan Kota Lengkap pada 26 Januari 2023, yang
pertama di antara 514 kabupaten/kota di Indonesia. Saat ini, lebih dari dua tahun telah
berlalu sejak Penetapan Kota Lengkap di Denpasar, sehingga dapat dikatakan bidang



tanah tervalidasi sudah mendekati 100% di Kota Denpasar. Oleh karena itu, penting
untuk mengetahui seberapa besar sisa permasalahan bidang tanah bersertipikat yang

tumpang tindih di Kota Denpasar pasca Penetapan kota lengkap.



Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti menyusun rumusan

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.

Berapa banyak bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca Penetapan

Kota Lengkap?

Seberapa efektif Program Kota Lengkap dalam mengurangi permasalahan bidang

tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap?

Bagaimana solusi penyelesaian bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih

pasca Penetapan Kota Lengkap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

a. Mengidentifikasi jumlah permasalahan bidang tanah bersertipikat yang
mengalami tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap;

b. Menilai efektivitas Program Kota Lengkap dalam mengurangi permasalahan
bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca Penetapan Kota
Lengkap;

c. Menganalisis solusi penyelesaian permasalahan bidang tanah bersetipikat
yang tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a.

Manfaat praktis: Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam
mengidentifikasi dan menangani permasalahan bidang tanah bersertipikat
yang tumpang tindih serta merumuskan strategi dalam mengurangi
permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca

Penetapan Kota Lengkap.



Manfaat teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
memperkaya ilmu pengetahuan bagi Peneliti lain dan Masyarakat mengenai
permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca

Penetapan Kota Lengkap.



BAB VI
|[KESIMPULAN DAN SARAN]|

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat

disimpulkan bahwa:

1.

Pada periode pasca Penetapan Kota Lengkap Januari 2023 hingga Desember 2024
didapatkan 219.777 bidang tanah telah tervalidasi dari 225.901 keseluruhan
bidang tanah yang ada di Kota Denpasar serta masih terdapat 34 permasalahan
bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih, dan hanya 23 lokasi yang dapat
terselesaikan, 11 diantaranya masih dalam proses analisa lebih lanjut.
Efektivitas Program Kota Lengkap mendapatkan hasil sebesar 86,91% dan
dikategorikan baik berdasarkan 3 nilai indikator yang digunakan yaitu nilai
indikator kualitas sebesar (0, 9728), nilai indikator kuantitas sebesar (0, 6764) dan
nilai indikator waktu sebesar (0,9583).

Akar permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih di Kantor
Pertanahn Kota Denpasar berupa digitalisasi peta terbitan tahun terdahulu, hasil
klaster K4 serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan bidang
tanahnya. Maka dari itu solusi penyelesaian permasalahan bidang tanah
bersertipikat yang tumpang tindih di Kota Denpasar dilakukan melalui verifikasi

lapangan, pengumpulan dokumen warkah serta pendekatan mediasi.

B. Saran

Berdasarkan kondisi yang ada di Kantor Pertanahan Kota Denpasar peneliti

menyarankan beberapa hal, diantaranya:

1.

Untuk Kantor Pertanahan diharapkan memaksimalkan peningkatan kualitas data
pertanahan dengan tujuan mengurangi permasalahan tumpang tindih sehingga
kualitas bidang tanah valid dapat memberikan jaminan kepastian kepada
pemilikan tanah. Serta dapat menarik investor untuk melakukan investasi di Kota
Denpasar yang dapat menumbuhakan pendapatan kota.

Untuk Kantor Pertanahan diharapkan meningkatkan edukasi serta informasi bagi

60



masyarakat mengenai permasalahan tumpang tindih melalui media sosial maupun
sosialisasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas data serta pengurangan
permasalahan tumpang tindih sehingga dapat mencapai penerapan sistem
blockchain dalam proses transaksi serta mencapai stelsel positif yang ada di Kota
Denpasar dalam mengatasi pemalsuan sertipikat yang menjadi salah satu
permasalahan utama di ranah Pertanahan.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan monitoring efektivitas
Program Kota Lengkap pada beberapa kantor pertanahan yang telah deklarasi
untuk mengetahui secara kondisi pasti pasca deklarasi tersebut benar-benar
mengurangi atau masih menyisakan permasalahan tumpang tindih. Sehingga
dapat memberikan gambaran permasalahan pasca Penetapan Kota Lengkap di

daerah lainnya untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan kedepannya.
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